
 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti 

Mengenai pengembalian barang bukti juga diatur dalam Pasal 46 KUHAP. Hal ini 

mengandung arti bahwa barang bukti selain dapat dikembalikan dalam hal perkara 

tersebut dihentikan penyidikan atau penuntutannya, akan tetapi dapat juga 

dikembalikan kepada yang berhak sebelum perkara itu mempunyai kekuatan 

hukum tetap, baik perkara tersebut masih ditingkat penyidikan, penuntutan 

maupun setelah diperiksa di sidang pengadilan. Dasar pengembalian benda 

tersebut adalah karena diperlukan untuk mencari nafkah atau sumber kehidupan. 

Hanya bedanya Pasal 194 ayat (3) KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa 

pengembalian barang bukti tersebut, antara lain barang tersebut dapat dihadapkan 

ke pengadilan dalam keadaan utuh.  

Penyerahan barang bukti berdasarkan Pasal 194 ayat (2) KUHAP, khususnya 

terhadap barang bukti yang dapat diangkut atau dibawa kepersidangan. 

Penyerahan barang bukti tersebut tanpa melalui jaksa karena pengertiannya, 

penyerahan barang bukti itu merupakan tindakan hakim. Dengan kata lain karena 

bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan/barang bukti tersebut, adalah 

hakim dengan demikian hakim berwenang menyerahkan barang bukti tersebut 

kepada dari siapa benda tersebut disita atau kepada orang yang berhak.  



 13 

Sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka 

berdasarkan Pasal 194 ayat (3) KUHAP, perintah penyerahan barang bukti 

dilakukan tanpa disertai dengan syarat apapun. Jaksa penuntut umum yang 

ditunjuk berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan 

segera melaksanakan pengembalian barang bukti.  

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan melaporkan pelaksanaan 

tugasnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acaranya 

biasanya dalam acara atau perkara singkat, setelah sidang ditutup Jaksa Penuntut 

Umum langsung mengembalikan bukti tersebut kepada orang yang berhak yang 

namanya tercantum dalam putusan pengadilan tersebut, jika ia hadir dalam 

persidangan itu, pengembalian barang bukti tersebut dilakukan dengan berita 

acara. Selanjutnya dalam Pasal 39 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:  

(1) Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau 

sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.  

(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan 

sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, 

tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.  

(3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang 

oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-

barang yang telah disita.  

 

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 191 KUHAP maka yaitu: 

(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.  

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 

tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan  

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), 

terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk 
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dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, 

terdakwa perlu ditahan. 

 

Pasal 193 KUHAP secara tegas menentukan bahwa : 

(1)  Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan 

tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan 

menjatuhkan pidana.  

(2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak 

ditahan, dalat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, 

apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP dan terdapat alas an 

cukup untuk itu.  

b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan 

putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan 

atau membebaskannya, apabila terdapat alas an cukup untuk itu.  

 

Menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan 

seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 

yang sah. Dalam hal putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka 

terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan 

seketika itu juga, kecuali ada alasan lain yang sah misalnya terdakwa masih 

tersangkut perkara lain.  

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim bahwa, maka panitera mengirimkan 

salinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kejaksaan Negeri, 

kemudian Kepala kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang Jaksa 

untuk melaksanakan eksekusi, biasanya pelaksanaan cukup didiposisikan kepada 

kepala Seksi (sesuai pembidangannya) kemudian kepala seksi meneliti amar 

putusan yang akan dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah 

pelaksanaan putusan hakim dilengkapi dengan laporan putusan hakim dan 
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putusannya ditentukan rentutnya dan bukti pelaksanaan putusan hakim berkenaan 

dengan pidana, barang bukti dan biaya perkara.
13

  

B. Barang Bukti dalam Proses Peradilan Pidana 

Menurut istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana 

delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat 

yang diapakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari 

delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi 

maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik. Di samping itu 

ada pula barang yang bukan termasuk obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat 

pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan 

langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai oleh korban saat ia 

dianiaya atau dibunuh.
14

 

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, menyebutkan bahwa :  

Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila karena alat 

pembuktian yang sah, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mendapat keyakinan bahwa 

seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas 

perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.  

 

Ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dalam Pasal 183 KUHAP yang 

menyatakan :  

                                                 
13

 Leden Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana. Bagian Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 

1992. hlm. 493 
14

 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Arikha Media Cipta. Jakarta. 1997. hlm. 100 
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Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.  

Penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa:  

Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan 

kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut 

dalam Pasal 183 KUHAP menujukkan bahwa Negara kita menganut 

sistem atau teori pembuktian secara negatif, dimana hakim hanya dapat 

menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya dua alat bukti yang telah 

ditentukan dalam kesalahan terdakwa terhadap peristiwa pidana yang 

dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika 

Hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus bebas.  

 

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas 

kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, maka 

disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut. Sebagaimana telah disebut bahwa 

alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP 

adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan 

terdakwa. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat 

dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.  

Bila memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, tidak tampak adanya 

hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur 

bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, harus:   

a. Kesalahanya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 

sah;  
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b. Dan atas dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim 

memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan 

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya.  

 

Menurut Ratna Nurul Afiah, bahwa Pasal 181 KUHAP mengatur mengenai 

pemeriksaan barang bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut: 

1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang 

bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu 

dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 45 KUHAP.  

2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada 

saksi  

3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang 

membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada 

terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya 

tentang hal itu.
15

  

 

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas tampak bahwa dalam proses pidana, 

kehadiran barang bukti itu sangat penting bagi hakim untuk mencari dan 

menetukan kebenaran materiil atas perkara yang sedang ia tangani/periksa. 

Barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu 

rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.  

Perbedaan alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana dengan barang bukti. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, 

yaitu:   

a. Keterangan saksi  

b. Keterangan ahli  

c. Surat  

d. Petunjuk  

e. Keterangan terdakwa  

 

                                                 
15

 Ratna Nurul Afiah. Op Cit. hlm. 19 
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Hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan 

untuk alat pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan 

barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan apa-apa yang 

disita. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang 

tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud 

dengan istilah “barang bukti”. Barang bukti atau corpus delicti adalah barang 

bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam proses pidana.  

Menurut Yan Pramadya Puspa, terkait dengan Pasal 120, Pasal 184 serta Pasal 

186 KUHAP, terlihat bahwa hasil pemeriksaan oleh ahlinya disebut Expertise 

adalah hasil pemeriksaan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ahli (expert) 

yang disampaikan kepada hakim untuk menjadi bahan pertimbangan pemutusan 

suatu perkara.
16

  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa barang bukti itu sangat 

penting arti dan perananya dalam mendukung upaya bukti dalam persidangan, 

sekaligus memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana 

yang dilakukan oleh terdakwa, serta dapat membentuk dan menguatkan keyakinan 

hakim atas kesalahan terdakwa. Itulah sebabnya Jaksa Penuntut Umum 

semaksimal mungkin harus mengupayakan/menghadapkan barang bukti 

selengkap-lengkapnya di sidang pengadilan. 

                                                 
16

 Yan Pramadya Puspa. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Akamedika Presindo. Jakarta. 

2008. hlm. 235 
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C. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang 

merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa 

Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda 

menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan 

tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.
17

  

Menurut Jonkers dalam Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu kelakuan 

yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan 

dapat dipertanggungjawabkan.
18

 

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 

menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan 

diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang 

mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga 

siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).
19

  

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana 

                                                 
17

 Bambang Poernomo. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1997. hlm. 86 
18

 Ibid. hlm. 87. 
19

 J.B. Daliyo. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. Prenhalindo. 2001. hlm. 93 
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adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal 

saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu 

suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan 

ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.
20

  

Menurut D. Simons dalam C.S.T. Kansil, Peristiwa pidana itu adalah “Een 

Strafbaargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van 

een Toerekenungsvatbaar persoon”. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah 

dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang 

mampu bertanggungjawab.
21

 

Menurut Simons,
 22

  unsur-unsur peristiwa pidana adalah: 

a. Perbuatan manusia (handeling) 

b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk) 

c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (Strafbaar gesteld) oleh Undang-

undang 

d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab 

(Toerekeningsvatbaar) 

e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (Schuld) si pembuat.  

 

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang. 

b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-

undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi 

perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang 

melanggar ketentuan hukum. 

                                                 
20

 Moeljatno. Op cit. hlm. 54. 
21

 C.S.T. Kansil. Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta. Pradnya Paramita. 2004. hlm. 37 
22

 Ibid. hlm. 37.38. 



 21 

d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum 

yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.
23

  

 

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa 

pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu 

kelakuan, kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang, kelakuan itu 

adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan 

kelakuan itu diancam dengan hukuman. 

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Menurut J.B. Daliyo,
24

 perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, 

yaitu: 

a. Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah 

dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang 

dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan. 

b. Delik material adalah suatu pebuatan pidana yang dilarang, yaitu 

akibat yang timbul dari perbuatan itu. 

c. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan 

sengaja. 

d. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena 

kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. 

e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan 

pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan 

delik. 

 

J.B. Daliyo,
 25

 lebih lanjut menyatakan bahwa tiga jenis peristiwa pidana di dalam 

KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 yaitu: 

1. Kejahatan (Crimes) 

2. Perbuatan buruk (Delict) 

                                                 
23

 J.B. Daliyo. Op cit. hlm. 93 
24

 Ibid. hlm. 94. 
25

 Moeljatno. Op cit. hlm 40. 
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3. Pelanggaran (Contravention) 

Sedangkan menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana 

itu ada dua jenis yaitu “Misdrijf” (kejahatan) dan “Overtreding” 

(pelanggaran).  

 

Selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan 

praktek dibedakan pula antara lain dalam: 

1) Delik Commissionis dan Delikta Commissionis. 

Delik Commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu 

(berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. 

Delikta Commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu 

(berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. 

Delikta Commissionis adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau 

melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat. 

2) Ada pula yang dinamakan delikta Commissionis Peromissionem 

Commissa, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat 

sesuatu, tetapi dapat pula Delik Dolus dan Delik Culpa 

Bagi delik dolus harus diperlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 

338 KUHP, sedangkan pada delik culpa, orang juga sudah dapat 

dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut 

Pasal 359 KUHP, dilakukan dengan tidak berbuat. 

3) Delik Biasa dan Delik yang dapat dikualifisir (Dikhususkan) 

4) Delik menerus dan tidak Menerus.
26

  

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui ada beberapa pengertian 

tindak pidana maupun perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya memmpunyai 

pengertian, maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan 

diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas. 

D. Tugas dan Fungsi Jaksa 

Tugas dan wewenang Jaksa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengenai 

tugas dan wewenang Kejaksaan, antara lain : 

                                                 
26

 Ibid. hlm. 75-77 
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(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : 

a. Melakukan penuntutan; 

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 

bersyarat; 

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang- undang; 

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang 

dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

(2)  Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa 

khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk 

dan atas nama negara atau pemerintah. 

(3)  Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan: 

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 

c. Pengawasan peredaran barang cetakan; 

d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 

masyarakat dan negara; 

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 

 

Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa 

Penuntut umum mempunyai wewenang : 

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 

atau penyidik pembantu; 

b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan 

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), 

dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan 

dari penyidik;  

c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 

penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah 

perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;  

d. Membuat surat dakwaan; 

e. Melimpahkan perkara ke pengadilan; 

f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari 

dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik 

kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang 

telah ditentukan;  

g. Melakukan penuntutan; 
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h. Menutup perkara demi kepentingan hukum; 

i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab 

sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;  

j. Melaksanakan penetapan hakim. 

 

Penuntut Umum yang menerima kembali berkas perkara yang telah dilengkapi 

oleh penyidik dan harus segera menentukan apakah berkas perkara tersebut 

memenuhi syarat untuk penuntutan serta untuk dilimpahkan ke Pengadilan 

Negeri. Jika Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi 

syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan (P.21) maka dibuatlah surat dakwaan 

untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum 

harus memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 143 Ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana menyatakan : 

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan 

ditandatangani serta berisi : 

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan mereka. 

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang 

didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana yang 

dilakukan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisa bahwa penuntutan dilakukan 

oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan yaitu dimulai dari menerima dan 

memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, 

mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, dengan 

memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik 

(berupa P 21), memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 

penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya 

dilimpahkan oleh penyidik, maka Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan 
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dan melimpahkan perkara ke Pengadilan, di mana surat dakwaan yang dibuat 

Penuntut Umum harus memenuhi syarat sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 

143 KUHAP. 

E. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas 

Kecelakaan Lalu Lintas dalam Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang 

tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa 

Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta 

benda. 

Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, mengatur bahwa 

barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak mengutamakan 

keselamatan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-

tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa barangsiapa 

terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada waktu mengemudikan kendaraan 

bermotor di jalan dan tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong orang 

yang menjadi korban kecelakaan, dan tidak melaporkan kecelakaan tersebut 

kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) 

bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). 



 26 

Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana 

dan Lalu Lintas Jalan mengatur bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu 

peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan 

kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban 

manusia atau kerugian harta benda. 

Kecelakaan lalu lintas pada dasarnya merupakan peristiwa yang menyebabkan 

adanya kerugian baik harta, benda atau bahkan nyawa seorang pengguna jalan 

raya. Keadaan lalu lintas di jalan raya, pemakai jalan, hasrat untuk menggunakan 

jalan raya secara teratur dan tenteram merupakan dambaan semua pemakai jalan 

raya, akan tetapi adanya berbagai gangguan, salah satu bentuk gangguan yang 

menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tenteram 

adalah terjadinya kecelakaan-kecelakaan lalu lintas.  


